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ABSTRAK 

Pemekaran wilayah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat setelah pemekaran wilayah mengalami 

fluktuasi naik turun. Pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Barat 

mengakibatkan terjadinya perubahan perekonomian wilayah yang dipengaruhi 

oleh pengeluaran daerah (PD), jumlah penduduk (JP), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Barat. Pertama, pengeluaran daerah yang 

dikeluarkan akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian yang 

akan memberi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, 

penduduk dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi 

karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah 

tenaga produktif. Ketiga, tingkat pembangunan manusia yang tinggi dilihat dari 

IPM sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola 

sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dengan menganalisis 

pengaruh PD, JP, IPM serta bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lampung Barat ditinjau dalam perspekstif ekonomi Islam. Jenis dan sumber data 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yaitu berupa data time 

series dengan rentan waktu 7 tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2016. Variabel 

penelitian terdiri dari variabel independen yaitu Pengeluaran Daerah (X1), Jumlah 

Penduduk (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3).  Variabel dependen, yaitu 

Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

studi pustaka dan dokumentasi, data dianalisis menggunakan analisis regresi 

linear berganda dan uji beda paired t-test. 

Berdasarkan hasil uji beda paired t-test nilai signifikansi diperoleh 0.352 > 

0.05 maka menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung 

Barat. variabel Pengeluaran Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat ditunjukkan hasil t hitung > t tabel (32.246 > 

2.77645) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % ( 0.000 < 0,05 ). 

Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat ditunjukkan dengan t hitung < t tabel (0.874 < 2.77645) 

atau nilai signifikan lebih besar dari alpa 0.05 % ( 0.446 > 0.05 ).Variabel Indeks 

Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan t hitung < t tabel (-3.416 < 2.77645) 

atau nilai sinifikan (0.042 < 0.05). Pengujian menggunakan uji F menunjukkan 

bahwa ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05.  

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran dikarenakan 

tidak terjadi peningkatan PDRB. Islam memandang pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya PDRB, 

penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan. 

 

Kata kunci : pemekaran, pertumbuhan ekonomi. 
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MOTTO 

 

رَةَِ ِٱلدَارَِِٱلَلّهِف يمَآِءَاتىَٰكَِِوَٱبۡتغَ ِ هَِِٱلۡۡٓخ  يبكََِم  وۡياَِ وَلََِتىَسَِوصَ  هِكَمَآِِٱلدُّ وَأحَۡس 

ِوَلََِتبَۡغِ ِٱلَلّهِأحَۡسَهَِ
ِِٱلَلَِّإ نَِِٱلۡۡرَۡض ِ ف يِِٱلۡفسََادَِإ ليَۡكَ  بُّ د يهَِلََِيهح  فۡس  ِِٱلۡمه

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu  

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-

Qashash[28]:77). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul  

Penelitian ini berjudul “ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN 

WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM TAHUN 2010-2016 (Studi Kasus Kabupaten Lampung Barat). 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan 

dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan 

arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.  

Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman 

terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu 

langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu 

perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya dapat pula diartikan sebagai 

tinjauan, ulasandan pembahasan
1
. 

2. Dampak adalah akibat atau imbas yang terjadi baik itu negatif atau 

positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok 

orang yang melakukan kegiatan tertentu.
2
 

 

                                                             
1
Kamus besar bahasa Indonesia” (On-line), tersedia dihttp://kbbi.web.id/arti-

kata/analisis.html di akses pada kamis 22 maret 2018 : 13.00 WIB. 
2
Ibid. 

http://kbbi.web.id/arti-kata/analisis.html
http://kbbi.web.id/arti-kata/analisis.html
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3. Pemekaran wilayah, pemekaran berasal dari kata “MEKAR” dalam 

Kamus Bahasa Indonesia diartikan mulai berkembang, mengurai, bangun 

dan menjadi banyak.  Sedangkan Wilayah adalah sebuah daerah yang 

dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Jadi pemekaran 

wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah atau daerah menjadi 

lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembangunan.
3
 

4. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu alat pengukur prestasi dari 

suatu perkembangan perekonomian.
4
 Indikator yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur pendapatan total 

setiap orang dalam perekonomian.
5
 

5. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai 

dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu 

atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.
6
 

                                                             
3
Murniati. 2017. Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita di 

Kabupaten Kerinci. J.mas vol 2 No 1. 
4
Sukirno, S.Makro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 423. 
5
Mankiw, N.G.Teori Makro Ekonomi(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm 174. 

6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat, 

(Jakarta:Gramedia, 2011), hlm.1062 
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6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.
7
 

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diartikan 

bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penyelidikan dampak 

kebijakan pemekaran suatu wilayah terhadap prestasi dari suatu 

perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Lampung Barat sebelum dan 

sesudah dilakukan pemekaran wilayah dilihat dari sudut pandang Ekonomi 

Islam. 

 

B. Alasan memilih judul 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih 

judul ini adalah : 

1. Alasan Objektif  

Pemekaran wilayah marak terjadi pasca ditentukannya Undang-

Undang otonomi daerah. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan 

perubahan struktur ekonomi secara menyeluruh, yang meliputi: pembagian 

luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan 

sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan.  Dari aspek ekonomi, 

seyogyanya dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan 

pembangunan di daerahnya. 

                                                             
7 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format 

Keadilan Ekonomi Di Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013), hlm..62-63.  
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Pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dapat dicerminkan dari 

perubahan PDRB, pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan IPM disuatu 

daerah dalam periode tertentu. Tinginya tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa 

daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pemekaran 

wilayah telah terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung 

Barat mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten 

Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai 

daerah hasil pemekaran. Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan 

induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk 

Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan 

sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, perubahan jumlah 

penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. 

 

2. Alasan subjektif  

Pemekaran wilayah dalam realitasnya akan memberikan 

pembangunan yang lebih baik dan  berdampak terhadap pelayanan  publik, 

percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan di daerah 

tersebut. Hal ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian bidang 

Ekonomi Islam. Judul yang diangkat juga ada kaitannya dengan jurusan 

Ekonomi Islam. Selain itu, penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini 

karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan atau 

sumber lainnya seperti, jurnal, artikel, dan data yang diperlukan. 
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C. Latar belakang Masalah  

 

Pasca runtuhnya rezim Orde baru yang 32 tahun lamanya berkuasa 

menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula 

pola hubungan pemerintah pusat sentralistik berubah menjadi desentralistik.  

Wujud desentralistik dalam praktiknya yaitu pemerintah daerah yang memiliki 

otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai 

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
8
 Wujud desentralistik yaitu 

salah satunya pemekaran wilayah.  Pemekaran wilayah Indonesia, merupakan 

hal yang di amanatkan oleh Undang-Undang tentang pembentukan wilayah 

administratif baru ditingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten berdasarkan UU 

No 22 tahun 1999 yang kemudian secara normatif direvisi menjadi UU No 32 

tahun 2004 pemekaran wilayah secara intensif berkembang di Indonesia 

sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah.
9
   

Pembentukan suatu daerah dalam struktur Negara Indonesia, pada 

dasarnya sebagai subsistem yang dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan 

publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah 

satunya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta 

pemerataan pembangunan.
10

 Hal inilah yang menjadikan pemekaran wilayah 

sebagai konsep otonomi daerah yang menekan pada aspek pelayanan 

                                                             
8
Yusnani Hasyimzoem, dkk.Hukum Pemerintahan Daerah (Malang: CV. Cita Intrans 

Laras Wisma Kalimetro, 2016), hlm.7 
9
Kaputra Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia:Merangkai Sejarah Politik 

dan Pemerintahan Indnesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm.208. 
10

Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 2010), hlm. 109. 
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pemerintahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, peningkatan 

pendapatan, dan juga sebagai dasar pendekatan untuk mempercepat akselerasi 

pembangunan daerah. 

Pembangunan daerah juga dipandang sebagai suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola sumber daya dan 

peluang yang ada sehingga membentuk pola kemitraan diantara keduanya 

untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
11

 Hal ini 

disebabkan karena faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah 

penduduk. Penduduk sebagai sumber daya yang menyediakan modal manusia 

dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi aktif dari masyarakat akan 

mempercepat pembangunan suatu wilayah karena rasa kepemilikan yang lebih 

besar terhadap wilayah tersebut yang didukung oleh kinerja ekonomi yang 

lebih baik. Dalam hal ini Islam memandang pentingnya tolong-menolong 

sesama manusia, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Al-Quran 

surat Al-Maidah, Ayat 2 yang berbunyi : 

ٰۖ وَلََ تَعَاوَنُواْ عَلَى  قۡوَى  مِِعَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّ ثإ ِ نِ ِوِ ِٱلۡإ و َٰ عُدإ ِِٱللَّ هِِٱتَّقوُاِ وِ ِٱلإ دِيدُِِٱللَّ ِإنَِّ ِش 
عِق ابِِ  ٢ِِٱلإ

 

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya". 

 

                                                             
11

Edy Suandi Hamid.Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi (Yoyakarta : 

UII Press, 2006), hlm. 160. 
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Selain itu juga, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang 

mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan 

pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat 

dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Semakin banyak 

kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. 

Namun diharapkan kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan sesuai 

dengan apa yang diperintahkan Allah SWT seperti dijelaskan pada firman 

Allah SWT QS. A-Maidah (49 : 5):  

 

ِ  ِ  ِ ِ ِِِ ِ    ِ   ِِِ

ِِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ  ِ  ِ ِِِ  ِ

  ِ  ِِ ِ  ِِ ِ ِِِِِ

 
Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 

tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 

Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan 

mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan 

Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” 

 

Ayat diatas menyerukan kepada pemimpin agar memutuskan suatu 

kebijakan hendaklah berdasarkan petunjuk Allah, karena dengan demikian 
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masyarakat akan merasakan arti dari sebuah naungan dalam suatu 

kepemimpinan dalam Islam. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka 

pemerintah dengan mudah untuk menangani masalah masyarakat terutama di 

bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemekaran wilayah adalah cara dari 

pemerintah untuk mempersempit ruang lingkup guna untuk memudahkan 

pemerintah memantau kondisi perekonomian masyarakat.   

Pemekaran wilayah juga erat kaitannya dengan pembangunan, dalam 

Islam pembangunan disebutkan sebagai “keadaan yang lebih baik daripada 

sebelumnya”. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi 

perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan QS.Ad-

Dhuha 93:4 : 

              

Artinya : “Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada 

yang sekarang (permulaan)” 

 

Dari ayat tersebut dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran dalam 

membangun sesuatu harus memiliki tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia UNDP 

(United Nation Development Programme), telah menerbitkan indikator Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan 

suatu negara. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah. 
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Disamping itu, Islam juga memandang pertumbuhan ekonomi harus 

memasukkan aspek akseologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan 

memasukkan aspek ruhaniyah.  Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi 

yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahtraan materi 

maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan 

pertumbuhan yang melalui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak 

alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah 

yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang tinggi tapi tidak dibarengi 

dengan distribusi yang merata. Namun demikian, yang lebih baik dari 

keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan 

yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan 

yang merata. 

Pemekaran wilayah baru-baru ini terjadi di Provinsi Lampung yaitu di 

Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu 

Kabupaten yang terdapat dibagian ujung Barat dari Provinsi Lampung. 

Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1997. 

Kabupaten Lampung Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu 

Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat 

sebagai daerah hasil pemekaran. Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah 

Kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran Kabupaten 

Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231 
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dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5364) yang disahkan pada 

tanggal 25 Oktober 2012.   

Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan struktur ekonomi 

secara menyeluruh, yang meliputi : pembagian luas wilayah administrasi, 

sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta 

sektor pemerintahan.  Dari aspek ekonomi, seyogyanya dapat mendorong 

kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui 

optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. 

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB 

disuatu daerah dalam periode tertentu.  Tinginya tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa 

daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. 

Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan induknya yang membentuk 

pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya 

mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam 

perekonomian wilayah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, 

terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat berakibat pada berkurangnya luas 

wilayah, termasuk potensi pendapatan, namun berdasarkan Badan 

Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat, kondisi 

perekonomian Tahun 2016 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi berada pada 5,50 %, jika dilihat selama 
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kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung 

Barat cendrung mengalami naik turun setelah mengalami pemekaran terlihat 

pada Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2012 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Sekunder, Bappeda Kabupaten Lampung Barat 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2010-2016” dengan menganalisis pengaruh 

pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM, dan dummy terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif 

Ekonomi Islam tahun 2010-2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran? 
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2. Apakah pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM sebelum dan sesudah 

pemekaran wilayah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat? 

3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau 

dalam perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah 

penduduk, IPM sebelum dan sesudah pemekaran wilayah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. 

c. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat 

ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis : 

1) Menambah wawasan mengenai dampak pemekaran wilayah 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat 

ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. 
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2) Memberikan bahan informasi ilmiah penelitian yang mengkaji 

otonomi daerah, pemekaran wilayah dan pendapatan perkapita 

yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

mengenai persoalan pemerintah daerah.  

3) Memberikan tambahan bahan kajian atau literatur dalam 

ekonomi Islam.  

b. Manfaat praktis  

1) Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan tentang dampak 

pemekaran wilayah, serta dapat mengaplikasikan teori-teor yang 

ada. 

2) Bagi akademik : Sebagai sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam  yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap daerahnya guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya. 

3) Bagi pemerintah : Sebagai bahan pemikiran serta pertimbangan 

pemerintah terhadap masyarakat didaerah dalam mengeluarkan 

kebijakan pemekaran suatu wilayah. 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
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A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

1. Pengertian Desentralisasi 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, “Desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada 

daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

Kewenangan yang diserahkan tersebut, mencakup semua kewenangan 

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang 

lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
12

 

Desentralisasi dapat memberi sisi positif dalam pelaksanaan 

pemerintahan sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah pusat desentralisasi tentu akan menjadi jalan yang 

mengurangi beban pusat. 

2. Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak 

diwujudkan akan lebih realistis, lebih mengena dan lebih dekat 

dengan kebutuhan lokal. 

3. Memberi kesempatan kepada pemerintah  daerah untuk belajar 

mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan demikian belajar 

untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi masyarakat 

setempat. 

                                                             
12

 Saragih, J.P., Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi (Jakarta: 

Halia Indonesia, 2003) 
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4. Dengan adanya pemberian kewenangan maka berarti akan membuka 

peluang bagi keterlibatan rakyat dalam mengontrol jalannya 

pemerintahan.
13

 

 

2. Pengertian Otonomi Daerah 

 

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pengertian ini ternyata tidak 

berbeda dengan pasal 1 huruf c UU No.32 Tahun 2004.Otonomi daerah 

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan 

rumahJ tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang 

dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna 

pemerintahan sendiri.  Kata “Otonomi” berasal dari kata “otonom” yang 

mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan 

pemerintahan sendiri dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang 

memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. 

R.D.H. Koesomahatmadja berpendapat bahwa dengan 

diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan  

kepada daerah otonom seperti provinsi dan kabupaten/kota, maka daerah 

                                                             
13

Agusniar, A,“Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah 

dan Kesejahtraan Masyarakat Aceh Singkil” (TesisProgram Pasca SarjanaInstitut Pertanian, 

Bogor, 2006). 
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tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga 

daerahnya.  Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu : Pertama, membuat produk-produk 

hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

maupun perundang-undangan lainnya.  Kedua, menyelenggarakan 

kepentingan–kepentingan umum. 

Pengertian otonomi menurut UU No. 32 tahun 2004 dibedakan 

dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi 

mengandung unsur “kewenangan untuk mengatur” atau dengan kata lain 

terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif 

dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak 

dan wewenang. 

 

3. Tujuan Otonomi Daerah 

 

Tujuan otonomi daerah, berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU No. 32 

Tahun 2004 adalah meningkatkan kesejahtraan masyarakat, pelayanan 

umum dan daya saing daerah.
14

Prinsip otonomi daerah yang dianut  oleh 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan 

kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota yang 

didasarkan atas asas desentralisasi. 

                                                             
14

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 

(3). 
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Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab 

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU No.  32 Tahun 2004: 

a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali 

kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, 

moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang 

ditetapkan  dengan peraturan pemerintah .  disamping itu keleluasaan 

otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat 

dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengadilan dan evaluasi. 

b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan 

diperlukan serta tumbuh  dan berkembang di daerah. 

c. Otonomi yang bertanggungjawab adalah merupakan perwujudan 

pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 

berkembang di daerah. 

 

B. Pemekaran Wilayah 

1. Pengertian dan Latar Belakang 

 

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah 

administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari 

induknya, landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di indonesia 

adalah UU No 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945  
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tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah 

secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1): “Negara 

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang”.  Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat   

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.Menurut 

peraturan pemerintah No 78 tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah 

pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 

desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.   

Menurut peraturan pemerintah No 129 Tahun 2000, tentang 

persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan 

penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran 

daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat 

melalui : 

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat   

2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 

3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah 

4. Percepatan pengelolaan potensi daerah  

5. Peningkatan keamanandan ketertiban 

6. Peningkatan hubungan yang sersi antara pusat dan daerah 

 

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang 

menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya 
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dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan 

publik, yaitu : 

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam 

wilayah kewenangan yang terbatas/terukur.  Pendekatan pelayanan 

melalui pemerintahan yang baru diasumsikan akan lebih dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 

pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah 

pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan 

daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai 

kebutuhan lokal akan lebih tersedia. 

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalaui 

perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan 

potensi lokal.  Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, 

maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi 

ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. 

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan dan 

bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.  Kenyataan 

politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat 

sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik 

secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak 

ikutan pemekaran wilayah. 

2. Prinsip pemekaran wilayah  

 



20 

 

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan 

masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi 

ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis.  

Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah 

terbangun (built-up area) terhadap total luas wilayah. Semakin besar 

rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. 

Semakin luas built-up areanya dapat diartikan semakin tinggi aktivitas 

ekonomi masyarakatnya.  Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin 

rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan 

perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi  dan tingginya peluang kerja.
15

 

Semakin meningkatnya kegiatan ekonomi mulai dari pusat bisnis 

(Central Business District atau CBD) yang cenderung berkembang kearah 

luar, baik secara difusif maupun secara lompatan katak (leaf frog), 

mengakibatkan tumbuhnya kota-kota satelit sebagai lokasi pemukiman 

baru.  Oleh karena sebuah pemukiman kota baru atau kota satelit sukar 

membutuhkan luas tanah yang besar dan di dalam wilayah kota sendiri 

ketersediaan tanah semakin terbatas dan cenderung sangat mahal, maka 

lokasi kota-kota baru tersebut akan menyebar diluar wilayah kota asalnya. 

Proses inilah yang kemudian menyebabkan wilayah administratif 

tetangganya memperoleh manfaat dengan semakin berkembangnya daerah 

perbatasannya. 

                                                             
15

Harmantyo, Dj. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah, dan Pola Perkembangan 

Wilayah di Indonesia, http://geografi.ui.ac.id. 2011. Diakes tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 13.00 

WIB. 

http://geografi.ui.ac.id/
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Apapun alasannya, pemekaran daerah harus mengutamakan serta 

mengedepankan kesejahteraan rakyat.
16

 Alasan-alasan pemekaran wilayah 

adalah : 

1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, 

infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim. 

2. Alasan Historis 

Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa 

daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. 

3. Alasan Kultural atau budaya (etnis) 

Pemekaran wilayah terjadi karena menganggap adanya perbedaan 

budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. 

4. Alasan ekonomi 

Pemekaran wilayah diharapkan dapat memepercepat pembangunan 

didaerah. 

5. Alasan anggaran  

Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari 

pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan 

mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan 

mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK). 

6. Alasan keadilan 

                                                             
16

Anonim.Enam Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom.http://phylopop.com. 

2012. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB. 

http://phylopop.com/
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Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, 

pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal 

pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan. 

 

3. Tujuan pemekaran wilayah 

 

Tujuan yang relevan dengan pemakaran daerah adalah untuk : 1) 

meningkatkan pelayanan dan kesejahtraan kepada masyarakat, 2) 

memperkokoh basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan 

daerah dan pusat, 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan 5) 

memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung.
17

 

Kebijakan yang banyak di atur dalam regulasi yang ada selama ini 

adalah kebijakan tentang pemekaran daerah.  Rumusan tujuan kebijakan 

pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-

kebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang-undang maupun 

peraturan pemerintah.  Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa 

dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan 

harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat, melalui 1) 

peningkatan pelayanan kepada masyrakat, 2) percepatan pertumbuhan 

kehidupan demokrasi 3) percepatan pelaksanaan pembangunan 

                                                             
17

 Gulo, M.R. Memahami dengan Benar Tujuan Pemekaan.http://niasbaratwordpress.com. 

2007. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 14.30 WIB. 

http://niasbaratwordpress.com/
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perekonomian daerah, 4) percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 5) 

peningkatan keamanan dan ketertiban.
18

 

 

4. Dampak Pemekaran Wilayah 

 

Pemekaran wilayah berimplikasi pada segala aspek kehidupan.  

Dampak-dampak pemekaran wilayah meliputi hal-hal sebagai berikut
19

 : 

1. Dampak Sosio Kultural 

Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa 

pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti 

pengakuan sosial, politik ddan kultural terhadap masyarakat daerah.  

Melalaui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang 

mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian 

memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom 

baru.  Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan 

masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta 

manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. 

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu 

konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada 

gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam 

masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan 

pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas 

                                                             
18

Khalid,TM. Otonomi Daerah: tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah. 

http://tengkumahesakhalid.blogspot.com. 2012. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.00 

WIB. 
19
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wilayah, juga sering berimplikasi pada ketegangan antar masyarakat 

dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. 

 

2. Dampak pada pelayanan publik 

Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah 

memperpendek jarak geografis anatara pemukiman penduduk dengan 

sentra pelayanan, terutama ibu kota pemerintahan daerah.  Pemekaran 

juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan 

unit pemerintahan dibawahnya.  Pemekaran juga memungkinkan untuk 

menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, 

telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota 

daerah pemekaran. 

Pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi 

pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi 

anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang.  Hal ini disebabkan 

adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan 

lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan 

pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran.  Namun, 

kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap 

menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh 

alokasi DAU dalam posisi sebagai daerah otonom baru. 
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3. Dampak bagi pembangunan ekonomi 

Pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi 

akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status 

sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri.  Bukan hanya 

infarastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur 

fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, 

komunikasi dan sejenisnya.  Selain itu, kehadiran pemerintah daerah 

otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan 

pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

otonom baru.  Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih 

besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi 

pembangunan ekonomi. 

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus 

dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang 

dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja 

pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya.  Dari 

sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir apabila akselerasi 

pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa menghadirkan 

pemerintah daerah otonom baru melalui kebijakan pemekaran daerah.  

Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau 

seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap 

dimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah.  Namun, 

dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti  yang 
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meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukan tanpa 

kehadiran pemerintah daerah otonom. 

 

4. Dampak pada pertahanan, keamanan dan integrasi Nasional  

Pembentukan DOB bagi beberapa masyarakat pedalaman dan 

masyarakat diwilayah perbatasan dengan Negara lain, merupakan isu 

politik nasional yang penting.  Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi 

mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran „Indonesia‟ 

terutama ditandai dengan kehadiran tentra atas nama pengendalian 

terhadap gerakan separatis.  Pemekaran daerah otonom, oleh 

karenanya, bisa memperbaiki penanganan politik nasional di daerah 

melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan 

menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah. 

Tetapi, kehadiran pemerintah DOB ini harus dibayar dengan 

ongkos ekonomi yang mahal, terutama dalam bentuk belanja aparat 

dan operasional lainnya.  Selain itu seringkali ongkos politiknya juga 

bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan pasca 

pemekran tidak bisa dilakukan dengan baik.  Sebagaimana terbukti 

pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidakmampuan untuk 

membangun inklusifitas politik antar kelompok dalam masyarakat 

mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah 

yang baru saja mekar.Untuk mempersiapkan upaya pemekaran ini, 

proses pemekaran unit pemerintahan terbawah, seperti desa untuk 
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pemekaran kabupaten dan pemekaran kabupaten untuk pemekaran 

provinsi, merupakan masalah baru yang perlu diperhatikan. 

Hasil evaluasi pemekaran wilayah menunjukkan bahwa dari 

aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama 

yang dapat diidentifikasi yaitu : pembagian potensi ekonomi yang 

tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi.
20

 

Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil studi menunjukkan 

bahwa daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk 

yang relatif stabil dan meningkat.  Diketahui bahwa daerah pemekaran 

telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena 

masa transisi  membutukan proses maka belum semua potensi ekonomi 

dapat digerakkan. 

Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahtraan 

masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalan 

daerah induk meskipun kesejahtraan DOB telah relatif  sama dengan 

daerah-daerah kabupaten lainnya.  Dari sisi ekonomi ketertinggalan 

DOB terhadap daerah induk maupun daerah lainnya pada umumnya 

disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal 

dalam mendukung bergeraknya perekonomian melalui investasi 

publik. 

                                                             
20

Darmawan, Nazara, S., jackson, D., Ahmad, T. dan Purwanto, D.A. Studi Evaluasi 

Dampak Pemekaran daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) bekerja sama dengan United nations Development Programme (UNDP). 2008. 

http://undp.or.id.Diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.30 WIB. 
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C. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan 

jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara menyediakan semakin 

banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan 

ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuain 

kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.  Definisi ini mempunyai 

3 (tiga) komponen : pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat 

dari meningkatmya secara terus menerus persedian barang; kedua, 

teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang 

menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyedian aneka 

macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara 

luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan 

dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan 

umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.
21

 

Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan 

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
22

 

Pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.  Dapat dikatakan 

bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal 

dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. 

                                                             
21

Jhingan, ML.,Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000). 
22

Setiawan, Iwan, “Analisis Akses Desa-Desa di Kabupaten Bandung Terhadap sumber-

SumberProduktif”. (Laporan Penelitian UNPAD, Bandung, 2006). 
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Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output 

perkapita, dalam hal ini berkaitan dengan output total  (GDP) dan jumlah 

penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan 

jumlah penduduk. Jadi, kenaikan output perkpita harus dianalisis dengan 

melihat apa ang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah 

penduduk dipihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup (GDP) total dan 

pertumbuhan penduduk. 

Pertumbuhan ekonomi regional menyangkut perkembangan 

berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi 

(output) dan pendapatan. Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan 

ekonomi dari setiap Negara, ketiga faktor tersebut adalah 
23

: 

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau 

sumber daya manusia. 

2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak 

jumlah angkatan kerja. 

3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan atas cara-cara 

lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan. 

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja 

memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith 

menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu Negara, yaitu : 
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Todaro, M.P., dan Smith, S. C. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I. (Jakarta 

: Penerbit Erlangga, 2006). h. 92. 
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a. Sumber daya yang tesedia, yaitu tanah. 

b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk. 

c. Stok barang modal yang ada. 

Ada beberapa yang penting peranannya dalam pertumbuhan 

ekonomi, yaitu : peranan sistem pasaran bebas, perluasan pasar, 

spesialisasi dan kemajuan teknologi. Menurut pertumbuhan ekonomi 

tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan 

dimana adakalanya mengalami perkembangan dan adakala mengalami 

kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para 

pengusaha (entrepreneur) yang melakukan inovasi atau pembaruan 

dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa.  Untuk 

mewujudkan inovasi, maka perlu dilakukan investasi sehingga dengan 

adanya investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.
24

 

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk 

meningkatakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata.  

Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa 

pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 

Banyak terdapat definisi tentang pembangunan ekonomi.  Dari 

tinjauan tentang pengertian pembangunan ekonomi yang diartikan 

sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu 
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masyarakat mengalami peningkatan dalam jangka panjang.  Dari definisi 

ini mengandung unsur yaitu : 

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terus menerus yang 

didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk 

investasi. 

2. Usaha peningkatan pendapatan. 

3. Berlangsung dalam jangka waktu yang lama. 

Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harod - 

Domar, menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya 

perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (stready 

growth) dalam jangka panjang.Asumsi yang digunakan oleh Harod - 

Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal-

hal berikut: 

a) Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. 

b) Perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga (konsumen) dan 

sektor perusahaan (produsen). 

c) Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan 

proporsional dengan pendapatan. 

d) Hasrat menabung batas (Marginal Propencity to Save) besarnya 

tetap. 

Sehingga menurut Harod-Domar perumbuhan ekonomi yang teguh akan 

mencapai kapasitas penuh (full capacity) dalam jangka panjang. 
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2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 

panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai 

barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri 

ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-

penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai 

tuntutan keadaan yang ada. 

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka 

panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin 

banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan 

ini sesuai dengan proses ideologis Negara yang bersangkutan.
25

 

Sementara itu, Kuznets menunjukkan 6 ciri dari pertumbuhan ekonomi
26

: 

1. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk 

perkapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk 

yang cepat. 

2. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari semakin meningkatnya laju 

pendapatan perkapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan 

kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit 

input. 

3. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan struktur 

ekonomi yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri jasa. 

                                                             
25
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4. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah 

penduduk yang berpindah dari pedesaan ke perkotaan. 

5. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya ekspansi Negara maju 

dan adanya kekuatan dalam hubungan internasional. 

 

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai suatu 

proses dimana Produk Domestik Regional Bruto rill perkapita meningkat 

secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas perkapita.
27

 Sasaran 

berupa kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan rill perkapita 

merupakan tujuan utama yang perlu dicapai melalui penyediaan dan 

pengerahan sumber-sumber produksi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 

dalam jangka panjang.  Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu :  

proses, output perkapita dan jangka panjang yang mencerminkan aspek 

dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke 

waktu.  Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu alat pengukur prestasi 

dari suatu perkembangan perekonomian.
28

  

 

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

 

Perekonomian Wilayah dapat diketahui melalui beberapa 

indikator pembangunan ekonomi yang dapat dilihat melalui statistik 

pendapatan regional secara berkala. Dari data statistik tersebut nantinya 
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akan diketahui : (1) tingkat pertumbuhan ekonomi,yang tercermin dalam 

PDRB harga konstan, dimanan akan menunjukkan laju pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun persektor 

(2) tingkat kemakmuran daerah, untuk mengetahui tingkat kemakmuran 

suatu daerah perlu dilakukan perbandingan dengan daerah lain, 

sedangkan untuk mengetahui perkembangannya melalui pendapatan 

perkapita secara berkala, (3) tingkat inflasi dan deflasi (4) gambaran 

struktur perekonomian yang dapat diketahui melalui sumbangan dari 

masing-masing sektor pembangunan terhadap PDRB.
29

   

Agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sasaran sesuai 

dengan tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka 

diperlukan suatu strategis pembangunan yang tepat. Program 

pembangunan di kebanyakan negara sedang berkembang sering lebih 

direkankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat 

pembangunan sektor produktif, hal ini dimaksud guna meningkatkan 

produktivitas barang dan jasa sehingga PDRB negara/daerah tersebut juga 

meningkat.  Oleh karena itu salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total setiap orang 

dalam perekonomian.
30
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

 

Beberapa faktor yang dipandang sebagai sumber penting yang 

dapat mewujudkan perumbuhan ekonomi adalah : tanah dan kekayaan 

alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang -

barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat 

dan luas pasar.
31

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam 

pertumbuhan ekonomi dari setiap Negara.  Ketiga faktor tersebut 

adalah
32

: 

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau 

sumber daya manusia. 

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja 

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap 

positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin 

banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, 

sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi 

pasar domestik. 

3. Kemajuan teknologi 

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang sangat penting bagi 

pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuk  yang paling sederhana, 
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kemajuan teknologi disebabkan cara-cara baru dan cara-cara lama 

yang diperbaiki dalam melakukan kegiatan-kegiatan tradisional. 

 

4. Masalah ekonomi dalam perspektif ekonomi islam 

 

Walaupun ekonomi islam memahami manusia dengan 

kebutuhan yang sifatnya terbatas, dan alat pemuas kebutuhan yang 

sifatnya tanpa batas namun bukan tanpa masalah.  Dalam rangka upaya 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara lahiriah, maupun 

secara bathiniah, dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan dunia 

dan akhirat.  Adapun masalah ekonomi yang menjadi sorotan ekonomi 

islam adalah sebagai berikut : 

1. Ketimpangan ekonomi 

a. Individu dengan individu 

Individu dengan individu yaitu lahir sebagai akibat 

keserakahan individu yang lebih kuat, dan lebih mampu 

dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan ekploitasi 

sumber daya yang tidak seimbang.  Dengan tanpa peduli 

mereka yang kuat makin menguasai sumber daya yang ada, 

sementara mereka yang lemah menjadi korban.  Disini hak 

dari masing-masing individu tidak terwujud dengan baik. 

b. Kelompok dengan kelompok 

Kelompok dengan kelompok yaitu sekelompok orang-

orang kuat, membangun kerjasama dalam bisnis, maupun 



37 

 

organisasi tertentu, supaya lebih kuat lagi dalam menguasai 

sumber daya ekonomi dengan tanpa peduli  terhadap 

kelompok lemah lain yang jumlahnya lebih banyak.  Maka 

lahirlah kesenjangan yang makin melemahkan kelompok yang 

lemah. 

c. Sektor dengan sektor 

Sektor dengan sektor yaitu ketimpangan yang terjadi 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ketimpangan 

kelompok, dimana sektor yang kuat (industri) yang dikelola 

dengan teknologi maju berhadapan dengan sektor yang lemah 

yang dikelola secara tradisoanal atau memiliki ketergantungan 

dengan sektor yang kuat.  Nilai dan harga diri produksi yang 

dihasilkan sangat mencolok perbedaanya, dengan posisi tawar 

yang sangat lemah bagi sektor yang lemah.Ketimpangan 

sektor inilah yang banyak membawa kemelaratan umat 

manusia, dimana mereka yang berada disektor lemah sangat 

sulit untuk bangkit. 

d. Wilayah dengan wilayah 

Setiap wilayah baik secara alamiah, kultural maupun 

struktural banyak memiliki perbedaan.  Apabila perbedaan 

tersebut tidak dikelola dengan baik, maka lahirlah wilayah 

yang kuat dan dapat mengekploitasi wilayah lebih lemah.  
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Kenyataan seperti ini bisa terjadi secara lokal, regional, 

nasional, maupun internasional. 

e. Akhlak ekonomi manusia 

Sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia lahir 

kebumi dengan dua sisi, ada sisi malaikat dan sisi hewaniyah.  

Bila sisi hewaniyah yang diperturutkan oleh manusia maka 

yang muncul adalah naluri hewan yang tidak mengenal aturan 

sehingga nafsulah yang diikuti.  Pemerasan, pemalsuan, 

penipuan, pengutamaan kepentingan sendiri (egois) dan 

semua akhlak buruk lainnya akan mengambil peran dalam 

semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi 

(bisnis). 

 

2. Distribusi sumber daya alami 

Dalam suatu Negara yang memiliki sumber daya alam, 

dalam bentuk hasil laut, hasil hutan, dan beraneka hasil tambang, 

sesungguhnya adalah milik rakyat, karena itu harus diolah, 

dimanfaatkan atau dijual untuk kepentingan rakyat, bukan untuk 

kepentingan pejabat atau keluarga dan kelompok pejabat.  

Masalah distribusi sumber daya alam semakin memperbesar 

kemiskinan sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik.  Dan 

ekonomi memiliki konsep yang jelas, bagaimana mengelola 

sumber daya alam milik rakyat, bukan milik Negara. 
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3. Pengelolaan ekonomi umat 

Ekonomi umat adalah ekonomi yang berlandaskan 

berdasarkan persaudaraan yang berarti segala sesuatu dapat 

diselesaikan secara ikhlas, damai dan saling menguntungkan 

laksana orang yang bersaudara dalam satu keluarga besar, yang 

penuh kasih sayang diantara semua keluarga, dengan demikian 

akan jauh dari perbuatan yang merugikan , mencelakakan dan 

membawa penderitaan bagi sesama saudara.  Masalah ekonomi 

umat masih sangat memprihatinkan karena tingginya pemerasan 

antara satu dengan yang lain, yang menimbulkan kemiskinan yang 

berkepanjangan. 

 

D. Pengeluaran Daerah 

 

Menurut UU No.33 Tahun 2004 belanja daerah/pengeluaran 

pemerintah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang 

bersangkutan.  Berdasarkan sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas 

belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. 

Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk 

pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, 

pariwisata, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.  

Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Pengeluaran 
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pemerintah pada APBN dan APBD pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-

besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  Dalam teori ekonomi, jika pendapatan perkapita 

meingkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga meningkat, 

terutama pengeluaran pemerintah untuk mengatur hubungan dalam 

masyarakat seperti hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. 

Kebijakan ini dikaitkan dengan prasaranan pemerintah sebagai penyedia 

barang publik. Semakin banyak pengeluaran pemerintah daerah yang tidak 

produktif, maka semakin kecil tingkat pertumbuhan perekonomian daerah.
33

 

 

E. Jumlah Penduduk 

 

Penduduk termasuk bagian penting dalam perekonomian karena 

penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan tenaga kerja. 

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai 

faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja 

yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif dan 

pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar 

domestik.
34

 Namun patut dipertanyakan apakah cepatnya pertumbuhan 

penawaran tenaga kerja akan memberikan efek positif atau negatif terhadap 

perkembangan ekonomi. Hal ini tergantung sepenuhnya pada kemampuan 

sistem perekonomian untuk menyerap secara produktif memanfaatkan 

tamabahan tenaga kerja tersebut. 
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Terdapat 2 ciri penting dari sifat penduduk di negara-negara 

berkembag yang menimbulkan efek buruk kepada usaha pembangunan yaitu 

pertama, dibeberapa negara jumlah penduduknya relatif besar dan yang kedua, 

yaitu tingkat pertumbuhan penduduk relatif cepat. Disatu pihak negera-negara 

tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang terbatas dalam 

pembangunan ekonomi, namun dlain pihak, mereka harus mewujudkan 

kesempatan kerja dan berusaha menaikkan kemakmuran untuk sebagian besar 

penduduk dunia yang bertambah.
35

 

Pertumbuhan penduduk yang cepat makin menambah kerumitan 

dalam usaha-usaha pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. 

Karena di satu pihak pertumbuhan penduduk yang cepat akan menambah 

jumlah tenaga kerja, namun dlain pihak negara tersebut mempunyai 

kemampuan yang sangat terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja 

sehingga timbul masalah pengangguran yang sangat serius dan masalah 

urbanisasi dan akhirnya berdampak terhadap perekonomian daerah tersebut.
36

 

  

F. Indeks Pembangunan Manusia 

 

Ramirez berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan 
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manusia (human development).
37

 Pembangunan manusia merupakan 

paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai 

fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya 

penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), 

peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan 

meningkatkan pendidikan.   

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur 

capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ketiga 

komponen : capaian umur panjang,dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, 

angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah 

mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan bidang pendidikan dan 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang 

dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan 

pendapatan. Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan 

kualitas hidup manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan 

human capital dalam rangka untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
38
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G. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Daerah (PD), 

Jumlah Penduduk (JP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

 

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran daerah dapat 

dilihat dari pernyataan Mankiw yang dikutip dalam Riyad menyatakan bahwa 

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah dapat 

dilihat dari nilai PDRB yang merupakan nilai total pengeluaran setiap unit 

ekonomi dimana salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Semakin besar 

pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menimbulkan multiplier effect 

terhadap perekonomian yang akan memberi manfaat yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi.
39

 

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk dan IPM 

dapat dilihat dari pernyataan Todaro dan Smith bahwa besar kecilnya potensi 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk dan tingkat 

keahliannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat 

kebudayaan, sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap suatu pekerjaan, 

akses dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara otonom.
40
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H. Penelitian Terdahulu 

 

Evaluasi pemekaran wilayah Indonesia dengan studi kasus Kabupaten 

Lahat harus menggunakan analisis pola spasial. Pola spasial tersebut 

bertujuan untuk menentukan pembagian wilayah, dimana hasil pola spasial 

pertama yang diperoleh berdasarkan kriteria fisik/lingkungan, menghasilkan 

dua wilayah pemekaran, yaitu wilayah I (9 kecamatan) dan wilayah II (10 

kecamatan), kemudian dari hasil pola spasial kedua berdasarkan kriteria 

ekonomi, menghasilkan dua wilayah pemekaran, yaitu wilayah I (8 

kecamatan) dan wilayah II (11 kecamatan), dan dari pola spasial ketiga 

berdasarkan kriteria sosial, menghasilkan tiga wilayah pemekaran, yaitu 

wilayah I (6 kecamatan) wilayah II  (6 kecamatan) dan wilayah III (7 

kecamatan).
41

 

Melihat ukuran optimal pemerintah daerah di Indonesia dengan studi 

kasus pemekaran wilayah Kabupaten/kota dalam era desentralisasi yaitu harus 

menggunakan analisis Ordinary Least Square (OLS).  Dimana hasil regresi 

persamaan-persamaan yang dilakukannya dengan menggunakan fungsi 

kuadratik menunjukkan bahwa semua variabel (selain beberapa dummy) 

signifikan dan konsisten dalam memengaruhi pengeluaran pemerintah 

perkapita, baik untuk pengeluaran total, pengeluaran rutin, maupun 

pengeluaran pembangunnanya.  Dalam penelitian yang dilakukannya juga 
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terdapat hubungan negatif yang signifikan antara jumlah penduduk maka 

semakin kecil pula pengeluaran pemerintah perkapitanya.
42

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Studi 

Komparatif : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat) periode 

1975-2007, menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, tingkat 

pendidikan dan nilai tambah industri (besar/sedang) mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan dan 

Kabupaten Langkat.  Variabel pengeluaran pemerintah mempunyai peranan 

yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli 

Selatan dan Kabupaten Langkat  dibanding dengan variabel pendidikan, dan 

variabel nilai tambah industri.
43

 

Analisis pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1969-

2009.  Menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan Indonesia 

dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas perumhan dan pengeluaran 

pemerintah atas transportasi, sedangakan pegeluaran pemerintah atas 

pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak signifikan 

berpengaruh.  Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah atas 

transportasi signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran 
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pemerintah atas kesehatan tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek.  

Proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan 

transportasi hanya berkisar antara 3-7 persen pada tahun 1969-1996, 

kemudian mulai meningkat tajam sejak tahun 1998.
44

 

Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita, 

kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua dengan 

menggunakan analisis t-test equal mean.
45

  Hasil dari variabel yang diuji 

menunjukan tiga kondisi, yaitu pertama: dihitung dari rata-rata pertumbuhan 

pendapatan perkapita sebelum pemekaran yakni periode 1999-2002 sebesar 

8.32 persen per tahun, kemudian apabila dibandingkan dengan masa sesudah 

pemekaran yaitu periode 2003-2008  menurun menjadi 0,70 persen per tahun, 

maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah membuat 

pendapatan perkapita di Provinsi Papua menjadi lebih lambat.  Kedua: setelah 

terjadi pemekaran maka persentase penduduk miskin cenderung menurun, 

yang ditandai pada tahun 1999 persentase penduduk miskin dikota sebesar 

9.09 persen, kemudian pada tahun 2008 menurun menjadi 7.02 persen.  Dan 

ketiga: secara statistik kebijakan pemekaran wilayah dianggap tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan 

antar wilayah. 
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I. Kerangka Pemikiran  

Sebagaimana teori yang telah dikemukakan diatas, pemekaran wilayah 

akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan hidup kepada 

masyarakat melalui kenaikan pendapatan  perperkapita sebagai salah satunya.  

Keberhasilan dari suatu pemekaran wilayah secara umum ditandai dengan 

terciptanya kondisi yang lebih baik setelah pemekaran dibanding sebelum 

pemekaran.  Dari pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis keadaan perekonomian wilayah yang dilihat dari indikator 

pertumbuhan ekonomi Lampung Barat dan faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pengeluaran 

daerah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.  Dimana 

pengeluaran daerah merupakan cerminan dari tingkat kemampuan daerah 

dalam membangun daerahnya melalui belanja daerah untuk meningkatkan 

kegiatan ekonomi ditambah lagi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang 

menunjukkan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen 

dasar kualitas hidup.  Konsep teori tersebut dapat digambarkan dalam skema 

berikut: 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dampak pemekaran 

wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi, baik sebelum pemekaran mauapaun 

sesudah pemekaran wilayah. Apabila pertumbuhan ekonomi setelah 

pemekaran lebih tinggi maka dinyatakan berhasil, akan tetapi apabila 

pertumbuhan ekonomi lebih rendah maka suatu pemekaran itu dinyatakan 

tidak berhasil. 

 

J. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan penelitian, dan dari 

berbagai hasil kajian empiris yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Pemekaran Wilayah 

Indeks Pembangunan 

Manusia (X3) 

Pengeluaran Daerah 

(X1) 

Jumlah Penduduk 

(X2) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y) 

 

Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 
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1. H01 : Tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten  

  Lampung Barat  sesudah pemekaran 

2. H1  : Terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten  

  Lampung Barat  sesudah pemekaran 

3. H02  : Pengeluaran daerah sebelum dan sesudah pemekaran tidak  

  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

4. H2  : Pengeluaran daerah sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh  

  terhadap pertumbuhan ekonomi 

5. H03 : Jumlah penduduk sebelum dan sesudah pemekaran tidak  

  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

6. H3 : Jumlah penduduk sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh  

  terhadap pertumbuhan ekonomi 

7. H04 : Indeks Pembangunan Manusia Jumlah sebelum dan sesudah  

  pemekaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

8. H4 : Indeks Pembangunan Manusia sebelum dan sesudah pemekaran  

  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

9. H05 : Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan  

Manusia sebelum dan sesudah pemekaran tidak berpengaruh  

terhadap pertumbuhan ekonomi 

10. H5 : Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan  

Manusia sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh terhadap    

pertumbuhan ekonomi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kuantitatif.  Metode kuantitatif adalah metode yang 

penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang 

digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.
46

 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau 

“field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat 

ditengah masyarakat.  Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena 

dalam penelitian ini menggambarkan gambaran tentang dampak pemekaran 

wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat yang 

menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, juga 

menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikanya.  

Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-

gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 
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mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
47

 Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lampuh Barat. 

 

B. Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenaranya, penelitian ini menggunakan 

data kuantitatif.Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajianya dalam 

bentuk angka secara sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk 

dibandingkan satu dengan yang lainya.
48

 Data-data kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif 

ekonomi islam. 

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder.  Data sekunder 

yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan 

publikasi perusahaan dan lain sebagainya.
49

  Dalam hal ini, penulis 

menggunakan data time series (runtut waktu) yang diperoleh dari instansi, 

dinas-dinas, juga penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian.  Data 

sekunder yang dikumpulkan adalah data yang tersedia di BPS Kabupaten 

Lampung Barat, yaitu data tentang pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh 

PDRB Kabupaten Lampung Barat dan data tentang faktor-faktor yang 
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berupa data pengeluaran daerah, jumlah 

penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan variabel dummy sebelum dan 

sesudah.  Data penelitian meliputi data sebelum pemekaran (2010-2012), 

sedangkan data setelah pemekaran digunakan data mulai tahun 2013-2016. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.
50

 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan 

dilapangan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat sebagai 

bukti atau fakta penelitian yang sangat kuat. Pengamatan langsung ini 

dilakukan terhadap keadaan dan proses kegiatan yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. Dengan ini penelitian mengobservasi kegiatan-

kegiatan perekonomian dan situasi lingkungan sekaligus mengamati 

faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan perekonomian yang 

terjadi di Kabupaten Lampung Barat yang berhubungan dengan 

pertumbuhan ekonomi. 
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b. Studi pustaka (Library Research) 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data 

dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun 

laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai penelitian ini.
51

 Penulis menggunakan metode ini 

untuk mendapatkan data dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga 

berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di 

website.
52

 Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu.Penulis 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi yang 

diterbitkan oleh badan pusat statistik. 

 

D. Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.
53

 Populasi yang 

diambil dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh laporan data PDRB, 

pengeluaran daerah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan 
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variabel dummy sebelum dan sesudah.  Sampel adalah bagian dari sejumlah 

karakteristik yang dimiiki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.
54

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel tujuh tahun yaitu dari tahun 

2010-2016. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.
55

 Adapun alasan pemilihan sampel 

dalam penelitian ini adalah  data yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung 

hanya tersedia diatas tahun 2010 dan dibawah tahun 2016. 

 

E. Variabel Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, Variabel yang pertama 

merupakan variabel independen yaitu Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, 

Indeks Pembangunan Manusia.  Variabel yang kedua adalah variabel 

dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi.  Variabel ketiga adalah variabel 

dummy. 

1. Variabel Terikat ( Variabel Dependen) 

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, 

konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.
56

 

Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu 

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang akan diteliti adalah 
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mengenai pengaruh Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, Indeks 

Pembangunan Manusia, dan Variabel Dummy terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi yang diambil dari tahun 2010-2016. 

 

2. Variabel Bebas ( Variabel Independen ) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah 

variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui.
57

 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain : 

1. Pengeluaran Daerah ( X1 ) 

Pengeluaran Daerah (PD) adalah jumlah pengeluaran 

pemerintah daerah Kabupaten Lampung barat melalui belanja 

langsung dan belanja tidak langsung yang ditukar dalam rupiah. 

Dalam penelitian ini menggunakan data pengeluaran daerah  

Kabupaten Lampung barat tahun 2010 hingga 2016. 

2. Jumlah Penduduk ( X2 ) 

Jumlah Penduduk (JP) merupakan jumlah keseluruhan 

penduduk Kabupaten Lampung Barat yang terdaftar di BPS yang 

diukur dalam satuan jiwa.  Jumlah Penduduk yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah jumlah penduduk dalam periode 2010 hingga 

2016. 
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3. Indeks Pembangunan Manusia ( X3 ) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata kesejahteraan 

suatu negara yang dikur dalam satuan persen.  Dalam hal ini adalah 

IPM periode 2010 hingga 2016. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, 

instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.
58

 Adapun definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengeluaran Daerah (PD) adalah jumlah pengeluaran pemerintah daerah 

Kabupaten Lampung barat melalui belanja langsung dan belanja tidak 

langsung yang ditukar dalam rupiah. 

b. Jumlah Penduduk (JP) merupakan jumlah keseluruhan penduduk 

Kabupaten Lampung Barat yang terdaftar di BPS (satuan jiwa). 

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata kesejahteraan suatu 

negara yang diukur dalam satuan persen. 

d. Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan nilai produksi barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh masyarakat dan dihitung dalam jangka waktu 

tertentu yang difroksi dengan PDRB ADHK (rupiah). 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Ukuran Sumber Skala 

Pengukuran 

Pengeluaran 

Daerah (X1) 

Perkembangan PD 

di Kabupaten 

Lampung Barat 

PD yang 

dibelanjakan 

pemerintah 

BPS Rasio (Rp) 

Jumlah 

Penduduk (X2) 

 

Perkembangan JP 

di Kabupaten 

Lampung Barat 

JP keseluruhan 

Lampung 

Barat 

BPS Satuan Jiwa 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

(X3) 

Perkembangan 

IPM suatu daerah 

Rata-rata 

kesejahteraan 

suatu daerah 

BPS Persen 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y) 

Perkembangan 

PDRB 
Nilai PDRB BPS Rasio (Rp) 

 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data 

tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan.  Dalam menganalisa ini penulis 

menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang 

umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan 

peristiwa yang umum dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat khusus.
59

 

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar 

pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari 
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penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. 

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu 

tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel dependen 

dan lebih dari satu variabel independen.
60

 Untuk keabsahan data maka 

digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti 

menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang 

berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa 

dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada 

empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu : 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya 

digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. 

Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Kolmogorov-smirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya 

data yang digunakan. Uji Kolmogorov-smirnov adalah uji beda antara 
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data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan 

pengambilan keputusan : 

a) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal
61

 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara 

variabel tersebut, Gejala multikolineritas dapat dideteksi dengan 

melihat nilai tolerence-nya di atas 0,1 dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) tidak lebih dari 10 (VIF < 10). 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian obeservasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam 

data (time series) atau ruang (seperti dalam data cross section).  Uji 

autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series 

walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Autokorelasi 

dapat dideteksi melalui Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (First Order Autokorelation) 

dan mensyaratkan adanya intercept (Konstanta) dalam model regresi 
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dan tidak adanya variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis 

yang diuji adalah : 

Ho : tidak ada autokorelasi (r=0) 

Ha : ada autokorelasi (r=0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi negative 

Tidak ada korelasi negative 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negative 

Tolak 

No desicien 

Tolak 

No desicien 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

Dl <d <du 

4 dl d 4 

4 – da < d < 4 – dl 

du < d < 4 – du 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamata lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedatisitas. Cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas 

pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot. Dasar 
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analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik plor adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur ( bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

2. Alat Uji Hipotesis 

a. Uji T atau Uji Parsial 

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengeruh masing-

masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh pengeluaran 

daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, variabel 

dummy terhadap pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel 

dependenya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, 

pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan 

pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data 

melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut :
62

 

a) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 
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b) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari 

program SPSS pada tabel coefficients kolom sig atau Significance. 

b. Uji F atau Uji Simultan 

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen 

(X0, X1, X2, X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Y) dari suatu persamaan regresi dengan 

menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan 

pada nilai probabilitas yang didapatkan dari dasil pengolahan data 

melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai Berikut : 

a) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

b) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Koefisien determinasi (R
2
) dari hasil regresi berganda 

menunjukkan seberapa besar veriabel dependen bisa dijelaskan oleh 

variabel-variabel bebasnya.
63

 Dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda maka masing-masing independen yaitu pengeluaran 

daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan variabel 

dummy secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen yang dinyatakan dengan R
2 

untuk menyatakan koefisien 
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determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel pengeluaran daerah, 

jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan variabel dummy 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan r
2 

untuk menyatakan koefisien 

determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen. 

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin 

mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel 

independen terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin 

kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel 

dependen). Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka, dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi 

variabel terkait.  Angka dari R squere di dapat dari pengolahan data 

melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom 

R squere. 

 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda untuk 

meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap  satu variabel atau 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua 

buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).
64

 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran daerah, 

jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan variabel dummy 
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sebelum dan sesudah pemekaran terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2010-2016. Sebagaimana 

telah dikemukakan oleh Todaro dan Smith serta Mankiw maka fungsi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Y = f (PD, JP, IPM) ………………… . . . . . . . . . . (1) 

  Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model 

persamaan linear berganda (multiple regression) dengan spesifikasi model 

sebagai berikut (Gujarati, 2006:49); 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e. . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

Selanjutnya untuk mempermudah perhitungan maka kemudian 

model tersebut diubah dalam bentuk logaritme sehingga persamaan 

matematisnya menjadi : 

LnY =  α + β1LnPD+ β2LnJP+ β3LnIPM+ e . . . . . . . . . (3) 

Dimana : 

Y = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat di proxy     

   oleh PDRB ADHK (rupiah) 

a = Bilangan Konstanta  /Intercept 

 β1 – β3 = Koefisien Regresi 

PD = Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Barat (rupiah) 

JP = Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat (jiwa) 

 IPM = Indeks Pembangunan Manusia Lampung Barat (persen) 

 e = Standar error/ variabel pengganggu 
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5. Uji Beda Paired Sample Test 

 

Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian 

pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda ini bertujuan untuk 

mengevaluasi perlakuan tertentu satu sampel yang sama pada dan periode 

pengamatan yang berbeda. Paired sample test digunakan apabila data 

berdistribusi normal.
65

 

Paired sample test merupakan salah satu metode pengujian yang 

digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya 

perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.
66

 

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H0 pada uji 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Jika t hitung > t tabel dan probabilitas (A.sig) < 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. 

2. Jika t hitung < t tabel dan probabilitas (A.sig) >0,05 maka H0 diterima 

dan Ha ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung.  

Ibu kota Kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten Lampung Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi 

Sumatera Selatan) di sebelah utara, Kabupaten Pesisir Barat dan 

Kabupaten Tanggamus di sebelah selatan, Kabupaten Pesisir Barat di 

sebelah barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan 

kabupaten Tanggamus di sebelah timur.   

Visi Kabupaten Lampung Barat : Lampung Barat sejahtera dan 

berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa. Untuk memahami visi 

pembangunan tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Sejahtera : terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, 

melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan 

kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan 

kebudayaan daerah.  

b. Berdaya saing : terwujudnya peningkatan kemampuan dan keunggulan 

daerah  
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c. Iman dan taqwa : terwujudnya masyarakat yang taat kepada tuhan 

dalam arti mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya serta 

meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.  

 

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kabupaten 

lampung barat memiliki 5 (lima) misi pembangunan, yaitu: 

a. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, harmonis, kesetaraan 

gender dan mengembangkan kebudayaan daerah. 

b. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, 

kepariwisataan, inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam 

serta energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan. 

c. Meningkatkan kualitas kesehatan pendidikan dan iptek kepemudaan 

serta kesejahteraan sosial.  

d. Meningkatkan daya dukung infrastruktur, tata ruang dan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana.  

e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan 

berkeadilan. 

 

2. Sejarah Kabupaten Lampung Barat 

 

Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak 

tahun 1967, saat diselenggarakannya Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda 

Pelajar, mahasiswa dan masyarakat Lampung Barat se-Indonesia. Hasil 

dari Mubes inilah terbentuklah Panitia nasional dan Panitian Eksekutif. 
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Mubes juga menghasilkan Sembilan resolusi. Menanggapi resolusi ini, 

DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Utara menyetujui dan 

memberikan dukungan moril serta meminta perhatian Pemerintah Daerah 

Tingkat I Lampung terhadap resolusi presidium musyawarah Nomor: 

01/res/1967 yang menuntut ditingkatkannya eks Kewedanaan Krui 

menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Dukungan DPRD Lampung 

Utara tersebut tertuang dalam suratnya yang ditujukan Kepada Bupati 

daerah Tingkat II Lampung Utara tertanggal 20 April 1967 dan 

ditandatangani oeh Ketua Dewan. 

Tanggal 11 Juli 1967 DPRD Kabupaten Lampung Utara 

mengeluarkan Keputusan Nomor: 30/II/DPRD/67 tentang Peningkatan 

Eks Kewedanaan menjadi Tingkat II Lampung Barat. Isi keputusan 

tersebut adalah menerima tuntutan masyarakat eks kewedanaan Keui 

menjadi tingkat II Kabupaten Lampung Barat. Perjuangan Keluarga 

Pelajar dan Mahasiswa (KPM) dan mayarakat Lampung Barat tersebut 

menjadi dasar pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung 

Utara dalam sumbang sarannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 

Lampung mengenai calon ibukota eks Kewedanaan Krui yang tertang 

dalam suratnya Nomor PU.000/1232/Bank.LU/1978 tertanggal 27 

September 1978.  

Sebelum resmi menjadi daerah yang definitif, Lampung Barat 

merupakan wilayah pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Liwa yang 

beribukota di Liwa. Hal ini berKepmendagri Nomor 114/1978 tentang 
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Pembentukan wlayah-wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan 

Wilayah Kota Agung, dan Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Liwa 

dan Menggala. Tahun 1991 keluarlah Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17/991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang No.6 

Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Barat. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 6 tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991.  Kabupaten ini merupakan 

salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten 

Lampung Barat dikenal dengan julukan skala beghak.  Skala beghak 

adalah kawasan yang sampai kini dapat disaksikan warisan peradabannya. 

Kawasan ini adalah kawasan yang sudah hidup sejak masa prasejarah.   

  

3. Geografis dan Topografi Kabupaten Lampung Barat 

 

Setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas 

wilayah provinsi Lampung dan mempunyai Garis pantai sepanjang 260 

km, Kabupaten Lampung Barat memiliki Luas wilayah ± 3368,14 km
2
. 

Kabupaten Lampung Barat terletak pada kordinat 4
0
,47‟,16” – 5

0
.56‟,42” 

lintang selatan dan 103
0
,35‟,08” – 104

0
,33‟,51” Bujur Timur. berdasarkan 

curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika, curah hujan 

Lampung Barat berkisar antara 2500-3000 milimeter setahun. 

Secara topografi, Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk 

topografi lahan, yaitu: (1) Topografi Dataran Rendah memiliki ketinggian 

0 – 600 meter dari permukaan laut; (2) Topografi Perbukitan mempunyai 
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ketinggian 600 – 1000 meter dari permukaan laut. Daerah ini umumnya 

terdapat di kecamatan Balik Bukit dan Sumber jaya; (3) Topografi 

Pegunungan mempunyai ketinggian 1000 – 2000 meter dari permukaan 

laut. Sebagian kecamatan Balik Bukit dan Sumber jaya, serta sebagian 

besar wilayah Kecamatan Belalau terletak pada topografi daerah 

pegunungan ini. 

Seiring dengan dinamika pemerintah dan perkembangan 

masyarakat, maka pada tanggal 15 April 2010 telah ditetapkan Peraturan 

Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan kebun 

Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negeri Suoh, 

Lumbok Seminung, Way Krui dan krui Selatan, sehingga Kabupaten 

Lampung Barat sampai saat ini memiliki 25 wilayah administrasi 

kecamatan. Setelah adaya pemekaran daerah Otonomi Baru yaitu Pesisir 

Barat yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat 

maka kini wilayah Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan. 

 

4. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia 

 

Kondisi geografis Lampung Barat yang terdiri dari pegunungan dan 

perbukitan serta lautan yang luas menjadikan Kabupaten ini memiliki 

potensi sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari pemandangan 

alamnya yang penuh pesona juga produk hasil pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan. Sumber daya alam ini sangat potensial sebagai bahan baku 
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industri dan jika dilakukan penanganan pasca panen yang baik, dapat 

menjadi komoditas ekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material). 

Dalam bidang pertanian khususnya hortikultura, Kabupaten 

Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayor 

terbesar di Provinsi Lampung. Lampung Barat juga memiliki klimatologi 

yang sesuai untuk budidaya berbagai jenis tanaman hias. Penduduk 

Kabupaten Lampung Barat sebagian besar bekerja pada sektor pertanian 

(82,44%). Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Lampung 

Barat memiliki potensi pada sektor pertanian untuk dikembangkan dan 

sektor tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian. 

 

B. Analisis data 

 

1. Analisis Deskriptif 

 

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data 

yang diperoleh berdasarkan metode sampel yaitu Purposive Sampling. 

Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan mengenai variabel- 

variabel yang terdapat pada model regresi berganda. Data-data yang 

diperlukan dalam analisis ini diperoleh terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan 

Manusia. 
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a. Perkembangan Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 

sebagai Dampak Pemekaran Wilayah 

 

Tabel 4.1 

Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 

 

Tahun 
Pengeluaran Daerah (PD) 

(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 4.578.369,92 - 

2011 4.907.703,07 5,24 

2012 3.698.307,30 7,19 

2013 3.845.234,99 -24,64 

2014 4.043.134,12 3,97 

2015 4.244.864,99 5,15 

2016 4.398.559,44 4,99 

     Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas pengeluaran daerah Kabupaten 

Lampung Barat setelah mengalami pemekaran wilayah menurun drastis 

pada tahun dilakukannya pemekaran wilayah yaitu dari  4.907.703,07 (juta 

rupiah) menjadi  3.698.307,30 (juta rupiah). Kemudian meningkat kembali 

pada tahun 2013 dengan pengeluaran sebesar 3.845.234,99. Namun, untuk 

tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. 

 

Gambar 4.1 

 Pertumbuhan Pengeluaran Daerah (PD) Kabupaten Lampung Barat 
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b. Perkembangan Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat 

sebagai Dampak Pemekaran Wilayah 

 

Penduduk adalah populasi manusia yang menempati area atau 

wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang berada dalam suatu 

wilayah terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi 

satu sama lain secara terus menerus/kontinyu. Penduduk merupakan suatu 

hal yang sangat penting karena merupakan modal dasar dalam 

pembangunan dan perekonomian suatu wilayah. Penduduk juga termasuk 

bagian dari perekonomian karena penduduk sebagai pelaku kegiatan 

ekonomi dan menyediakan tenaga kerja. Perkembangan jumlah penduduk 

Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu penelitian pada table 4.3. 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat 

 

Tahun 
Jumlah Penduduk (JP) 

(jiwa) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 419.027 1,07 

2011 423.586 1,09 

2012 427.773 0,99 

2013 434.473 1,57 

2014 290.387 -33,16 

2015 293.105 0,94 

2016 295.689 0,88 

     Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017 (diolah) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu penelitian 2010-2016 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk sebelum 

pemekaran yaitu tahun 2010-2013 cenderung meningkat. Namun, pada 
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tahun 2014 jumlah penduduk menurun drastis. Hal ini dikarenakan 

pemekaran wilayah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian baru 

diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Sehingga pada tahun 2014 barulah 

terjadi penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat. Adapun 

laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2010 s/d 

tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.2 

Pertumbuhan Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat 

 

 

Berdasarkan Gambar tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan 

jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat selama periode 2010 s/d 

2016 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada 

tahun 2013 sebesar 1,57%, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah 

terjadi pada tahun setelah dilakukannya pemisahan Kabupaten Pesisir 

Barat yaitu sebesar minus 33,16%. 
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c. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 

Lampung Barat sebagai Dampak Pemekaran Wilayah 

 

Konsep dari pembangunan manusia seutuhnya adalah konsep 

yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, 

mental, maupun secara spiritual. Bahkan disebutkan bahwa pembangunan 

yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga 

manusia dapat dikatakan sebagai modal utama daya saing nasional. 

Tabel 4.3 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat 

 

Tahun 
Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 60,93 - 

2011 61,92 1,62 

2012 62,51 0,95 

2013 63,21 1,12 

2014 63,54 0,52 

2015 64,54 1,57 

2016 65,45 1,41 

     Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah) 

 

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui pencapaian IPM 

Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2010 s/d 2016 cenderung terus 

meningkat dari tahum ke tahun. UNDP menyatakan bahwa IP 

dikelompokkan menjadi empat klasifikasi, yaitu low (IPM < 50), lower-

medium (50 – 65,99), upper-medium (IPM 66-79,99) dan high (IPM 

keatas). Berdasarkan data IPM Kabupaten Lampung Barat selama tahun 
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2010 s/d 2016 dihasilkan rata-rata IPM sebesar 63,16 sehingga IPM 

Kabupaten Lampung Barat berada pada kategori IPM Lower-medium. 

Gambar 4.3 

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kabupaten Lampung Barat 

 

 
 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM yang 

tertinggi selama periode 2010 s/d 2013 yaitu sebesar 1,57 % terjadi pada 

tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan IPM yang terendah terjadi pada 

tahun 2014. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan 

IPM Kabupaten Lampung Barat fluktuatif naik turun.  

 

d. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat 

sebagai Dampak Pemekaran Wilayah 

 

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui 

peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya PDRB 

sangat menentukan maju mundurnya suatu perekonomian. Perkembangan 

pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat (2010 

s/d 2016) dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

0

0.5
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Tabel 4.4 

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat 

 

Tahun 
PDRB ADHK 

(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 4.941.599,56 - 

2011 5.271.084.83 6,26 

2012 3.440.998,92 -34,72 

2013 3.677.316,36 6,87 

2014 3.881.888,10 5,56 

2015 4.088.443,37 5,32 

2016 4.293.142,38 5,01 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Lampung Barat menggunakan data PDRB ADHK. Laju pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami fluktuaktif. Pada tahun 

2012 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dengan 

laju pertumbuhan ekonomi sebesar -34,72 merupakan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Kemudian, 

meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 6,87%. Pada tahun 2013 

merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama periode 

penelitian ini. Namun, seperti yang dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi 

kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya sebesar 5,56%. 

 

2. Hasil Uji Beda 

 

Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah digunakan uji 

paired sample test menggunakan data PDRB ADHK Kabupaten Lampung 

Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. 
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Tabel 4.5 

Paired Sample Test 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

SEBELUMPEMEK

ARAN – 

SETELAHPEMEKA

RAN 

1.583 5.648 1.630 -2.005 5.172 .971 11 .352 

Sumber : Data diolah 2018 

 

Pengambilan keputusan dalam Uji Paired sampel t-test terjadi jika 

berdasarkan hasil diperoleh dan menunjukkan nilai sebagai berikut : 

1. Jika nilai sig. (2-tailed > 0.05), maka tidak terdapat perbedaan sebelum 

dan sesudah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Jika nilai sig. (2-tailed < 0.05), maka terdapat perbedaan sebelum dan 

sesudah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.5 diatas, nilai signifikansi 0.352 > 

0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan 

setelah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Data yang akan diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan 

normalitas, pengujian yang digunakan adalah uji One Sample 
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Kolmogrov-smirnov. Data yang dinyatakan berdistribusi normal jika 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi 

normalitas dengan kolmogrov-smirnov terhadap nilai residual dari 

persaman regresi dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized 

Residual 

N 7 

Normal Parameters
a,,b

 Mean -.4616041 

Std. Deviation 3.72162170 

Most Extreme Differences Absolute .311 

Positive .230 

Negative -.311 

Kolmogorov-Smirnov Z .822 

Asymp. Sig. (2-tailed) .509 

Sumber : Data diolah, 2018 

 

Hasil uji normalitas pada tabel 4.6 diatas dengan 

menggunakan metode one sample kolmogrov-smirnov menunjukkan 

bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen 

pada jumlah (N) sebesar 7 adalah 0.509. Berarti data dari penelitian 

ini berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih besar dari 

signifikansi 0,05 atau 0.509 > 0.05. Sehingga model regresi dapat 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus 

terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala ini ditunjukkan dengan 

korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji 

multikolinearitas dengan melihat nilai VIF ( Variance Inflation 

Factor) harus berada di angka 10, hal ini akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

 -1.538 .222   

.947 32.246 .000 .840 1.191 

.037 .874 .446 .407 2.457 

-.149 -3.416 .042 .381 2.624 

   Sumber : Data diolah 2018 

 

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 menunjukkan 

bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-

masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai 

VIF dan nilai tolerance. Hasil perhitungan tolerance menunjukkan 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen 

yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan Variance Inflation 
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Factors (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 sebelumnya.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini 

maka digunakan uji Durbin Watson (DW) berikut ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .999
a
 .998 .996 .01017 2.443 

            Sumber : Data diolah 2018 

 

Pada tabel 4.8 diatas dapat diketahui nilai durbin Watson (d) 

sebesar 2.391 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang 

menggunakan signifikansi sebesar 5 %. Jumlah sampel (n) 7 dan 

jumlah variabel independen (k) adalah 3. Maka dari tabel di dapat 

nilai du = 1.8964, dan nilai dl = 0.4672 . oleh karena nilai 4-dl ≤ d ≤ 4 

-dl atau 4- 1.8964 ≤ 2.443≤ 4-0.4672  maka dapat disimpulkan tidak 

ada autokorelasi negatif. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan yang lain. Jika Variance dan Residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah 

atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada 

diatas atau dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk 

pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji 

heteroskedastisitas dalam gambar 4.4 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.4 

Heteroskedastisitas 
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Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data 

tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Uji T 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.920 1.899  -1.538 .222 

PD 1.432 .044 .947 32.246 .000 

JP .028 .032 .037 .874 .446 

IPM -.974 .285 -.149 -3.416 .042 

       Sumber : Data diolah 2018 

 

Uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yang terdiri dari Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, 

dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Lampung Barat. 

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 4.9 

diatas menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung 

Barat. Variabel Pengeluaran Daerah dengan t hitung sebesar 32.246 
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dan t tabel sebesar 2.77645 t hitung > t tabel (32.246 > 2.77645) atau nilai 

signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % ( 0.000 < 0,05 ).  

Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel 

Jumlah Penduduk, dengan t hitung < t tabel (0.874 < 2.77645) atau nilai 

signifikan lebih besar dari alpa 0.05 % ( 0.446 > 0.05 ). 

Variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung 

Barat. Variabel Indeks Pembangunan Manusia, dengan t hitung < t tabel 

(-3.416 < 2.77645) atau nilai sinifikan (0.042 < 0.05). 

 

b. Uji F 

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

yang terdiri dari PD, JP dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat secara bersama-sama. Untuk mengetahui 

signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5%. 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .143 3 .048 459.466 .000
a
 

Residual .000 3 .000   

Total .143 6    

                 Sumber : Data diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil uji signifikan simulltan 

(Uji F) diatas menunjukkan nilai sig. 0.000 < 0.05, dan nilai F hitung 

459.466 > F tabel 6.94. Hal ini menunjukkan bahwa : 

a) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

b) Jika probabilitas > 0,05 maka h0 diterima 

Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel Pengeluaran 

Daerah, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena 

probabilitas 0.000<0.05. 

 

3. Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R
2
) berfungsi untuk melihat sejauh mana 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variablel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas. 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Adjused R Square 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .999
a
 .998 .996 .01017 

 Sumber : Data diolah 2018 
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Dari tabel 4.11 dapat dianalisis pengaruh variabel pengeluaran 

daerah, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap 

pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinai 

Adjused R Square sama dengan 0,996 yang artinya adalah besarnya 

pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini 

menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 99.60 % sedangkan 

sisanya 0.40 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam 

penelitian ini. 

 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Regresi berganda berguna untuk 

meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel 

kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional 

antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel 

terkait (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan indeks 

pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lampung Barat periode 2010-2016. Formulasi Persamaan regresi 

berganda sendiri adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + B3X3 + e 
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Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi 

 

 

 

 

              

   

 

       Sumber : Data diolah 2018 

 

 

   

 

    Dimana : a  = Konstanta 

        X1 = Pengeluaran Daerah 

X2 = Jumlah Penduduk 

X3 = Indeks Pembangunan Manusia. 

 

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat 

diartikan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 2.920 menunjukkan 

bahwa jika variabel independen lainya bernilai nol, maka variabel 

pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 2.920 satuan. 

b. Koefisien regresi variabel pengeluaran daerah sebesar 1.432 

menunjukkan bahwa jika variabel pengeluaran daerah meningkat satu 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.920 1.899  

PD 1.432 .044 .947 

JP .028 .032 .037 

IPM -.974 .285 -.149 

 

Y = 2.920 + 1.432 X1 + 0.028 X2 – 0.974 X3 + e 
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satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

sebesar 1.432 satuan dengan ketentuan variabel lainya konstan. 

c. Koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar 0.028 menunjukkan 

bahwa jika variabel jumlah penduduk meningkat satu satuan maka 

variabel pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.028 satuan 

dengan syarat variabel lainya konstan. 

d. Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.974 

menunjukkan bahwa jika variabel Indeks Pembangunan Manusia 

meningkat satu satuan maka variabel jumlah penduduk akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.974 satuan dengan ketentuan variabel lainya 

konstan. 

 

C. Pembahasan 

1. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat 

 

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai sebuah proses peningkatan 

output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat kesejahteraan ekonomi 

suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang 

diukur dangan nilai PDRB/kapita. Daerah yang lebih sejahtera umumnya 

memiliki PDRB/kapita yang lebih tinggi. PDRB/kapita dihitung dengan 

cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah 

tersebut. Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi 
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0.352 > 0.05, sehingga H01 diterima dan H0 ditolak, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa setelah 

pelaksanaan pemekaran pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik dibanding 

masa sebelum pemekaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bnahwa 

pemekaran wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Lampng Barat belum 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan 

pendapat Khalid (2012) pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang 

besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi. Bukan hanya infrastruktur 

pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang 

menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan 

sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah DOB juga memungkinkan 

lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang 

lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi 

pembangunan ekonomi. Namun perlu dilihat pula apakah kenaikan nilai 

PDRB/kapita beserta tingkat pertumbuhannya dapat benar-benar 

menunjukkan bahwa proses pemekaran wilayah juga berdampak kepada 

distribusi kesejahteraannya. Jika pendapatan yang tinggi serta 

pertumbuhan ekonomi yang baik tidak diikuti dengan kemerataannya, 

maka sebenarnya pembangunan belum dikatakan berhasil. 
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2. Pengaruh pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM, sebelum dan 

sesudah pemekaran wilayah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Lampung Barat 

a. Pengaruh pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat 

 

Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar 

dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 

Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran 

lancar dan pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya 

di keluarkan untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-

hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam 

subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga 

utang pemerintah, serta pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran 

pembangunan adalah pengeluaran yang sifatnya menambah modal 

masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan lagi 

menjadi pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah 

dan bantuan proyek.  

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi 

menunjukan bahwa nilai signifikan variabel pengeluaran daerah 

sebesar 0.000 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi a (0,05), 

menunjukan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan taraf 

signifikansi (0.000 < 0,05) sehingga H02 ditolak dan H2 diterima, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran daerah 
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berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lampung Barat Lampung periode 2010-2016. 

Koefisien regresi variabel pengeluaran daerah sebesar 1.432  

menunjukkan bahwa jika variabel pengeluaran daerah meningkat satu 

satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

sebesar 1.432 satuan dengan ketentuan variabel lainya konstan. 

Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh M.Zahari yang menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana 

pengeluaran pemerintah ditunjukan untuk kegiatan pembangunan 

ekonomi suatu daerah sehingga dapat memberikan efek positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula sejalan 

dengan teori yang di kemukakan Rostow dan Musgrave dimana dapat 

diketahui bahwa terdapat hubungan antara tahapan pembangunan 

ekonomi dengan tahapan pengeluaran pemerintah.  

Tahapan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu 

tahap awal, menengah dan lanjutan. Pada waktu tahap awal 

pertumbuhan ekonomi dibutuhkan porsi investasi yang besar dari 

pemerintah. Dalam tahap ini investasi tersebut akan dilakukan untuk 

penyediaan sarana dan prasarana pada bidang yang dinilai penting. 

Pada tahap menengah dibutuhkan investasi dari sektor pemerintah dan 

sektor swasta dan pada tahap lanjutan, aktivitas pemerintah berubah 
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dari penyediaan prasarana ke aktivitas sosial seperti program 

kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan dan lainnya. 

Jadi teori hubungan pengeluaran pemerintah dengan 

pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan oleh Rostow dan Musgrave 

dan penelitian yang dilakukan oleh M.Zahari dan Achmad Sjafii 

berlaku dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. 

Dimana dikatakan oleh M.Zahari dan Achmad Sjafii bahwa 

pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan 

pembangunan ekonomi maupun konsumsi pemerintah lokal yang 

mempunyai peran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

mengalokasikannya di bidang pembangunan manusia seperti 

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Novia Hadji Ali  yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi 

pemerintah memiliki pengaruh yang tidak signifikan di Provinsi 

Manado serta di dukung oleh penelitian yang dilakukan Syaifuddin 

yang menyatakan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jambi. 

Pengeluaran daerah Kabupaten Lampung Barat setelah 

mengalami pemekaran wilayah menurun drastis pada tahun 

dilakukannya pemekaran wilayah yaitu dari  4.907.703,07 (juta 
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rupiah) menjadi  3.698.307,30 (juta rupiah). Kemudian meningkat 

kembali pada tahun 2013 dengan pengeluaran sebesar 3.845.234,99. 

Namun, untuk tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. 

Peningkatan pengeluaran daerah tersebut disebabkan untuk 

memenuhi kelengkapan aparatur pemerintah seperti belanja pegawai 

guna menunjang dan memperlancar tugas, kerja dan fungsi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka 

dari itu pengeluaran daerah berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. 

 

b. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat 

 

Penduduk termasuk bagian penting dalam perekonomian 

karena penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan 

tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja 

dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi 

karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah 

jumlah tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar 

akan meningkatkan luasnya pasar domestik. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi variabel Variabel Jumlah 

Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat. Variabel Jumlah Penduduk, dengan t hitung 

< t tabel (0.874 < 2.77645) atau nilai signifikan lebih besar dari alpa 
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0.05 % ( 0.446 > 0.05 ).  Koefisien regresi variabel jumlah penduduk 

sebesar 0.028 menunjukkan bahwa jika variabel jumlah penduduk 

meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat sebesar 0.028 satuan dengan syarat variabel lainya 

konstan. 

Hal ini salah satu penyebabnya karena jumlah penduduk di 

Kabupaten Lampung Barat tidak semua berasal dari Kabupaten Lampung 

Barat itu sendiri, melainkan dari luar Kabupaten Lampung Barat, dan 

sebagian bekerja atau ditempatkan tidak sesuai dengan pendidikan dan 

keterampilan masing-masing, sehingga dikatakan jumlah penduduk 

berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat dalam kurun 

waktu penelitian 2010-2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Jumlah penduduk sebelum pemekaran yaitu tahun 2010-2013 

cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2014 jumlah penduduk 

menurun drastis. Hal ini dikarenakan pemekaran wilayah terjadi pada 

tanggal 25 Oktober 2012, kemudian baru diresmikan pada tanggal 22 

April 2013. Sehingga pada tahun 2014 barulah terjadi penurunan 

jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat. 

Dalam pandangan Ravenstein migrasi (proses mobilitas 

penduduk) ini terjadi secara spasial dan relatif permanen. Akan tetapi 

ia berpandangan bahwa dalam situasi ekonomi yang terus berkembang 

dan disertai dengan meningkatnya sarana dan prasarana transportasi 

yang semakin baik, arus mobilitas penduduk cenderung menunjukkan 
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gerak yang sifatnya berulang-ulang. Mobilitas semacam ini banyak 

terjadi antara daerah kota yang pekerja-pekerjaannya berulang alik 

dari tempat tinggal ke tempat kerjanya yang dilakukan secara terus 

menerus. 

Lewis dengan hasil studinya tentang mekanisme mobilitas 

tenaga kerja dari sektor pedesaan yang subsisten ke sektor perkotaan 

yang mempunyai tingkat upah yang lebih tinggi. Dia mengganggap 

bahwa daerah pedesaan yang surplus (dan bahkan produk marjinalnya 

bisa dikatakan nol) akan berpindah ke daerah pusat industri atau 

perdagangan yang membutuhkan tenaga kerja.
67

 

Dampak negatif dari terjadinya migrasi yaitu terjadinya tingkat 

migrasi yang tidak seimbang (antara migrasi masuk dan migrasi 

keluar). Selain itu jika terjadi berbagai masalah kependudukan lain 

terkait berlebihannya jumlah urban di suatu kota akibatnya 

pembangunan suatu daerah terhambat dan produktivitas menurun 

karena minimnya tenaga kerja produktif karena penduduk yang 

melakukan migrasi dari desa ke kota tersebut tidak cukup berkualitas. 

Akibatnya mereka malah menambah beban bagi kota-kota yang 

didatangi berupa kemacetan lalu lintas, kekumuhan, kewajiban bagi 

pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana seperti air minum, 

listrik dll. 

                                                             
67

Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (PT Raja Grafindo Persada,Jakarta: 2014), 

h.174.   
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Hasil peneltian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rafika Mokodompis melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Manado.
68

 Todaro juga menyebutkan bahwa 

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara 

tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu 

pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti 

akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk 

yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. 

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari 

pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem 

perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif 

memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.
69

 

 

c.  Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan 

     ekonomi di Kabupaten Lampung Barat 

 

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan 

yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran 

akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan 

atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), 

peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan 

                                                             
68

 Rafika Mokodompis, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Manado, (Jurnal, 2012).   
69

 Todaro, 2000. Ekonomi Pembangunan, diterjemahkan oleh Haris Munandar. Edisi 

kelima. Bumi Aksara Jakarta.   
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meningkatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya 

pembangunan human capital (sumber daya manusia) dalam rangka 

untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi hingga pada titik yang 

optimal. 

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Indeks 

Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Indeks 

Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Indeks 

Pembangunan Manusia, dengan t hitung < t tabel (-3.416 < 2.77645) atau 

nilai sinifikan (0.042 < 0.05). Koefisien regresi variabel Indeks 

Pembangunan Manusia sebesar 0.974 menunjukkan bahwa jika variabel 

Indeks Pembangunan Manusia meningkat satu satuan maka 

pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0.974 

satuan dengan ketentuan variabel lainya konstan. 

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator 

terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations 

Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal 

manusia yang diberi nama Human Development Index atau IPM. 

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan 

kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber 
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pertumbuhan ekonomi. Namun, pada penelitian ini IPM tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam 

perspektif Ekonomi Islam 

 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi didefenisikan dengan a suistained growth of a right kind of 

output which can contribute to human welfare (pertumbuhan terus-

menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

konstribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka 

pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sangat sarat 

nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap 

sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya 

memasukan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan 

membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang 

dimaksudkan dalam Islam adalah the process of allaviating poverty and 

provision of ease, comfort and decency in life (proses untuk mengurangi 

kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila 

dalam kehidupan).  

Pada dasarnya ideologi pembangunan ekonomi Islam berdasarkan 

pada firman-firman Allah SWT yang termasuk ayat-ayat tentang konsep 

memakmurkan bumiNya, yang mana pertumbahan ekonomi telah ada 
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dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas dalam pemakmuran 

bumi yang merupakan pemahaman dari firman Allah dalam Qur‟an Surah 

Hud ayat 61: 

                          

                         

        

 

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh  

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu 

mohonlah ampunan-Nya,kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)". 

 

 

Berdasarkan ayat di atas, artinya menjadikan kamu sebagai wakil 

untuk memakmurkan bumi. Tidak heran apabila Allah SWT telah 

menciptakan seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi ini semata-

mata hanya diperuntukan untuk memenuhi keperluan anak cucu nabi 

Adam AS, karena Allah SWT Maha Tahu dan menganggap manusialah 

yang layak untuk memakmurkan. 

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah 

sama dengan konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat dalam 

perhitungan GNP. PDB atau PDRB dalam pembahasan ekonomi Islam 

dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan 
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kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan perkapita masyarakat yang 

menjadi parameter Falah didalamnya.  

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lampung Barat 

pada tahun 2010-2016 menunjukan bahwa total PDRB Kabupaten 

Lampung Barat berfluktuatif. Pada sisi lain, Islam juga memandang 

pentingnya pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak 

menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh terlebih apabila 

pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil 

masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita 

yang tinggi bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya pendapatan 

perkapita tinggi, tetapi berbeda dengan kondisi riil, kemiskinan dan 

pengangguran serta kesenjangan tetap tinggi. Adapun perkembangan 

jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin dan 

Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008-2016 
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Berdasarkan gambar 4.5 di atas, dapat dijelaskan jumlah penduduk 

miskin Kabupaten Lampung Barat tahun 2008-2016 masih berfluktuatif. 

Dimana pada tahun 2008-2010 jumlah penduduk miskin mengalami 

peningkatan dari 9,36 persen menjadi 15,42 persen, sedangkan pada tahun 

2011-2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 12,65 persen 

menjadi 10,33 persen. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 

yang diiringi dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2011-

2015, namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi masih tidak selalu diiringi 

dengan menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Barat.  

Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat ketidaksignifikan 

pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi penurunan jumlah penduduk 

miskin yang dilihat berdasarkan data BPS. Hal ini juga disebabkan oleh tidak 

meratanya distribusi pendapatan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Karl Max yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan 

berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang semakin timpang. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah pada surat Al-Hasyr ayat 7: 
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Artinya: “harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(yang berasal) dari penduduk dari beberapa negeri adalah untuk 

Allah, Rosul, kerabat (Rosul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu 

jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara 

kamu. Apa yang diberikan Rosul kepada kamu maka terimalah. Dan 

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Sungguh Allah 

sangat keras hukuman-Nya”. 

 

 

Ayat di atas menekankan perintah untuk mendistribusikan kekayaan 

kepada orang-orang yang mengalami kekurangan harta, karena Islam tidak 

menghendaki terkonsentrasinya harta hanya kepada orang-orang kaya saja, 

tetapi harus merata. 

Perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi konvensional dan 

pertumbuhan ekonomi Islam yaitu terletak pada tujuan akhir dari 

pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya 

berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktifitas kehidupan 

ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari output yang 

dihasilkan yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi yang 

pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia, sedangkan 

ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang 

ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu ilmu ekonomi Islam mempunyai 

orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan 

kepuasan batin (ukhrawi).  

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah 

pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, 
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Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang 

melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi 

manusia. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, haruslah ada sasaran 

yang dicapai. Diantaranya meningkatkan persediaan dan memperluas 

pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup misalnya 

makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. Islam mengajarkan pola 

konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan 

manusia. 

Konsumsi rumah tangga tergantung pada pendapatan, semakin besar 

pendapatan akan semakin besar juga konsumsinya dan kemudian sisanya di 

tabung. Dalam ekonomi Islam fungsi konsumsi terikat pada prinsip yang 

dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hakekat kepemilikan bagi seseorang 

ialah apa yang dimakan dan yang dikeluarkan zakat, infak dan sedekah. 

Karena seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur‟an Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43: 

  ِ   ِ   ِ  ِ  ِِ  ِِِِ 

 

Artinya:  “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuk’lah 

beserta orang-orang yang ruku’ “.(Q.S Al- Baqarah : 43) 

 

 

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan setiap 

hambanya untuk membayar zakat dengan patuh. Hal ini berkaitan dengan 

pengoptimalan keuangan publik. Apabila masyarakat bertanggung jawab dan 

patuh dalam membayar pajak maupun zakat maka penerimaan pemerintah 
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yang didedikasikan guna pembangunan ekonomi dapat terealisasikan dengan 

baik dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, 

maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji beda paired t-test nilai signifikansi 0.352 > 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan 

ekonomi sebelum dan setelah pemekaran wilayah. 

2. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa 

variabel pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Lampung Barat, variabel jumlah penduduk tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung 

Barat, dan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan t-statistik dengan t-tabel yang 

dilakukan menggunakan SPSS.17 yaitu t-tabel sebesar 2.77645, sedangkan 

t-statistik variabel Pengeluaran Daerah = (1.432),  Jumlah Penduduk = 

0.028), dan IPM = (-0,974). 

3. Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung 

Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung 

Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya penurunan kemiskinan 

dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan sehingga dapat 

dikatakan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Sedangkan, Ekonomi 

Islam memandang pertumbuhan ekonomi yang optimal itu sebagai sebuah 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa 

memandang ras, agama, dan bangsa serta mempunyai orientasi ganda 
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dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan 

batin (ukhrawi).  

 

B. Saran 

1. Perlunya pemerintah memperhatikan masalah yang berhubungan dengan 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama indeks 

pembangunan manusia agar dapat lebih ditingkatkan. 

2. Dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini agar bervariasi serta sebagai masukan bagi 

peneliti lainnya tentang pengaruh indeks pembangunan manusia jumlah 

penduduk, dan pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat. 
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Data Pengeluaran Daerah dan Pertumbuhan Pengeluaran daerah  

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2016 ( juta rupiah) 

 

 

Tahun 
Pengeluaran Daerah (PD) 

(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 
4.578.369,92 

- 

2011 
4.907.703,07 5,24 

2012 
3.698.307,30 7,19 

2013 
3.845.234,99 -24,64 

2014 
4.043.134,12 3,97 

2015 
4.244.864,99 5,15 

2016 
4.398.559,44 4,99 

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah). 

 

Data Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2016 

(dalam jiwa) 

 

Tahun 

Jumlah Penduduk (JP) 

(jiwa) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 419.027 1,07 

2011 423.586 1,09 

2012 427.773 0,99 

2013 434.473 1,57 

2014 290.387 -33,16 

2015 293.105 0,94 

2016 295.689 0,88 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017 (diolah). 

 



 

Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat  

Tahun 2010 = 2016 

 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 60,93 - 

2011 61,92 1,62 

2012 62,51 0,95 

2013 63,21 1,12 

2014 63,54 0,52 

2015 64,54 1,57 

2016 65,45 1,41 

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah) 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat 

(Juta Rupiah) 

Tahun 
PDRB ADHK 

(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan  

(%) 

2010 4.941.599,56 - 

2011 5.271.084.83 6,26 

2012 3.440.998,92 -34,72 

2013 3.677.316,36 6,87 

2014 3.881.888,10 5,56 

2015 4.088.443,37 5,32 

2016 4.293.142,38 5,01 

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah) 



Hasil Uji Beda  

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

SEBELUMPEME

KARAN – 

SETELAHPEME

KARAN 

1.583 5.648 1.630 -2.005 5.172 .971 11 .352 

 

Hasil Uji Beda Pertumbuhan Ekonomi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

SEBELUMPEM

EKARAN – 

SESUDAHPEM

EKARAN 

-

11.445

00 

19.36212 9.68106 -42.25445 19.36445 -1.182 3 .322 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Beda Pengeluaran Daerah 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

SEBELUMPEM

EKARAN – 

SESUDAHPEM

EKARAN 

.34750 1.13227 .56614 -1.45420 2.14920 .614 3 .583 

 

Hasil Uji Beda Jumlah Penduduk 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

SEBELUMPEM

EKARAN – 

SESUDAHPEM

EKARAN 

97.801

25 

75.53516 37.76758 -22.39205 217.9945

5 

2.590 3 .081 

 

Hasil Uji Beda IPM 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

SEBELUMPEM

EKARAN – 

SESUDAHPEM

EKARAN 

-

2.0425

0 

.30226 .15113 -2.52346 -1.56154 -

13.515 

3 .001 

 



Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Multikolinearitas 

 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

 -1.538 .222   

.947 32.246 .000 .840 1.191 

.037 .874 .446 .407 2.457 

-.149 -3.416 .042 .381 2.624 

 

Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .999
a
 .998 .996 .01017 2.443 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Unstandardized 

Residual 

N 7 

Normal Parameters
a,,b

 Mean -.4616041 

Std. Deviation 3.72162170 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .311 

Positive .230 

Negative -.311 

Kolmogorov-Smirnov Z .822 

Asymp. Sig. (2-tailed) .509 



Uji Heteroskedatisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji T 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.920 1.899  -1.538 .222 

PD 1.432 .044 .947 32.246 .000 

JP .028 .032 .037 .874 .446 

IPM -.974 .285 -.149 -3.416 .042 

a. Dependent Variable: PE 

 

Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .143 3 .048 459.466 .000
a
 

Residual .000 3 .000   

Total .143 6    

a. Predictors: (Constant), IPM, PD, JP 

b. Dependent Variable: PE 

 



Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .999
a
 .998 .996 .01017 

a. Predictors: (Constant), IPM, PD, JP 

b. Dependent Variable: PE 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.920 1.899  

PD 1.432 .044 .947 

JP .028 .032 .037 

IPM -.974 .285 -.149 
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